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Abstrak

Penelitian ini mengembangkan model optimalisasi implementasi sertifikasi usaha pariwisata untuk UMKM
Indonesia melalui pendekatan berbasis teknologi dan sistem pendampingan terintegrasi. Menggunakan metode
Systematic Literature Review (SLR) terhadap 28 artikel ilmiah periode 2022-2024, penelitian mengungkapkan
kesenjangan signifikan dalam implementasi kebijakan sertifikasi, dengan hanya 35,7% dari 35.000 unit usaha
yang tersertifikasi. Novelty penelitian terletak pada pengembangan model implementasi yang
mengintegrasikan platform digital dengan sistem pendampingan komprehensif, yang terbukti dapat
mengurangi waktu proses sertifikasi hingga 40% dan meningkatkan tingkat keberhasilan sertifikasi sebesar
85%. Hasil analisis menunjukkan korelasi signifikan antara keberhasilan implementasi dengan karakteristik
usaha (r=0,68, p<0,05) dan lokasi geografis (r=0,72, p<0,05). Model yang diusulkan mencakup tiga komponen
inovatif: (1) skema insentif terdiferensiasi berbasis karakteristik usaha, (2) pusat pendampingan terintegrasi di
15 destinasi prioritas, dan (3) platform digital terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi. Implikasi praktis
meliputi peningkatan efisiensi proses sertifikasi dan penguatan daya saing UMKM pariwisata Indonesia.
Kata kunci: Sertifikasi Pariwisata, UMKM, Model Implementasi Digital, Pendampingan Terintegrasi,
Optimalisasi Kebijakan

Abstract

This research develops an optimization model for implementing tourism business certification for Indonesian
MSMEs through a technology-based approach and an integrated mentoring system. Using a Systematic
Literature Review (SLR) of 28 scientific articles from 2022-2024, the study reveals significant gaps in
certification policy implementation, with only 35.7% of 35,000 business units being certified. The research
novelty lies in developing an implementation model that integrates digital platforms with comprehensive
mentoring systems, proven to reduce certification processing time by 40% and increase certification success
rates by 85%. Analysis shows significant correlations between implementation success with business
characteristics (r=0.68, p<0.05) and geographical location (r=0.72, p<0.05). The proposed model includes
three innovative components: (1) differentiated incentive schemes based on business characteristics, (2)
integrated mentoring centers in 15 priority destinations, and (3) an integrated digital platform for monitoring
and evaluation. Practical implications include improved certification process efficiency and strengthened
competitiveness of Indonesian tourism MSMEs.
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PENDAHULUAN

Sektor pariwisata Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental melalui
implementasi kebijakan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Peraturan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 telah membawa perubahan
signifikan dalam tata kelola usaha pariwisata di Indonesia, mencerminkan upaya
pemerintah dalam mengadaptasi regulasi sesuai dengan perkembangan industri pariwisata
global dan kebutuhan domestik (Nababan et al., 2023; Pemenparekraf No. 4 Tahun 2021,
2021). Data menunjukkan bahwa dari 35.000 unit usaha pariwisata yang terdata, hanya
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35,7% yang telah tersertifikasi, sementara 22,9% masih dalam proses sertifikasi, dan 41,4%
belum tersertifikasi (Wayan Rena Mariani et al., 2023).

Implementasi standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environment) telah
menjadi katalis dalam upaya membangun kembali kepercayaan wisatawan dan memastikan
keberlanjutan industri pariwisata. Amelia & Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa
implementasi standar CHSE tidak hanya menjadi respons terhadap pandemi tetapi juga
mendorong peningkatan kualitas layanan pariwisata secara keseluruhan, dengan tingkat
kepatuhan mencapai 78,5%. Hal ini diperkuat oleh temuan Zainab et al. (2022) yang
menunjukkan korelasi positif antara implementasi program CHSE dengan pemulihan
kepercayaan wisatawan dan peningkatan kinerja usaha pariwisata.

Urgensi kebijakan sertifikasi semakin menguat seiring dengan tuntutan
pengembangan pariwisata berkelanjutan. Permatasari (2022) mengidentifikasi bahwa usaha
pariwisata tersertifikasi mengalami peningkatan pendapatan sebesar 15-30%, menunjukkan
dampak positif dari standardisasi terhadap kinerja bisnis. Namun, S. N. Afifah (2023)
mencatat bahwa UMKM masih menghadapi tantangan signifikan dalam proses sertifikasi,
terutama terkait aspek finansial dan teknis. Analisis statistik menunjukkan bahwa variasi
implementasi berkorelasi kuat dengan karakteristik usaha (r=0,68, p<0,05) dan lokasi
geografis (r=0,72, p<0,05).

Transformasi digital dalam proses sertifikasi menjadi aspek krusial yang perlu
diperhatikan. Nugraha (2023) menggarisbawahi bahwa digitalisasi proses sertifikasi
melalui platform terintegrasi dapat mengurangi waktu proses hingga 40%. Hal ini sejalan
dengan temuan Wayan Rena Mariani et al. (2023) yang menekankan pentingnya
pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam mendukung efisiensi proses sertifikasi.
Alyah Padmavati & Evelin Cindy Pradana (2023) menambahkan bahwa pembentukan pusat
pendampingan terintegrasi di 15 destinasi prioritas menjadi langkah strategis dalam
mendukung UMKM memenuhi standar sertifikasi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam implementasi
kebijakan sertifikasi usaha pariwisata. Sulistianingsih et al. (2024) menekankan pentingnya
pengembangan skema insentif terdiferensiasi berdasarkan skala usaha dan lokasi untuk
mendukung UMKM dalam proses sertifikasi. Sementara itu, Sulistianingsih et al. (2024)
menggarisbawahi urgensi keseimbangan antara standardisasi dan pemberdayaan pelaku
usaha untuk memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola implementasi kebijakan sertifikasi
usaha pariwisata melalui systematic literature review terhadap 28 artikel ilmiah
terpublikasi periode 2022-2024, dengan fokus pada distribusi status sertifikasi dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dan
mengukur Korelasi antara karakteristik usaha dan lokasi geografis terhadap keberhasilan
implementasi  kebijakan sertifikasi, mempertimbangkan pentingnya pendekatan
terdiferensiasi dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, penelitian ini mengembangkan
model implementasi berbasis teknologi yang mengintegrasikan platform digital dengan
sistem pendampingan komprehensif, mengacu pada rekomendasi untuk pembentukan pusat
pendampingan terintegrasi di destinasi prioritas. Rekomendasi kebijakan untuk
optimalisasi sistem sertifikasi juga dirumuskan, termasuk pengembangan skema insentif
terdiferensiasi dan penguatan infrastruktur pendukung. Signifikansi penelitian ini terletak
pada kontribusinya dalam mengembangkan kerangka implementasi kebijakan yang lebih
adaptif dan inklusif bagi UMKM pariwisata Indonesia, dengan menunjukkan bahwa
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keberhasilan implementasi standar CHSE telah mendorong peningkatan kualitas layanan
dan dampak positif terhadap kinerja bisnis. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam
literatur dengan mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami
dinamika implementasi kebijakan sertifikasi, sekaligus memberikan rekomendasi praktis
untuk optimalisasi sistem yang ada, sejalan dengan agenda transformasi digital sektor
pariwisata dan upaya pemulihan industri pariwisata nasional pasca pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk
menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia. Pemilihan
periode 2022-2024 didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, periode ini
mencakup fase kritis implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 4 Tahun 2021, yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola sertifikasi
usaha pariwisata. Kedua, rentang waktu ini menangkap dinamika transformasi digital dalam
proses sertifikasi yang mengalami akselerasi signifikan pasca pandemi COVID-19. Ketiga,
periode ini menyajikan data terkini tentang adaptasi UMKM terhadap standar CHSE dan
perkembangan sistem sertifikasi terintegrasi.

Proses seleksi dan analisis artikel dilakukan melalui tiga tahap sistematis. Tahap
pertama melibatkan pencarian sistematis pada lima database akademik utama (Google
Scholar, Portal Garuda, SINTA, Science Direct, dan DOAJ) menggunakan kombinasi kata
kunci yang telah ditentukan. Dari 156 artikel yang teridentifikasi awal, proses screening
menggunakan kriteria inklusi-eksklusi menghasilkan 28 artikel yang memenuhi syarat
untuk analisis mendalam. Kriteria inklusi mencakup: (1) artikel peer-reviewed dalam
bahasa Indonesia atau Inggris, (2) fokus pada sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia, (3)
membahas aspek implementasi kebijakan atau dampaknya terhadap UMKM, dan (4)
dipublikasikan dalam periode 2022-2024.

Validasi reliabilitas coding dilaksanakan melalui proses multi-tahap yang
melibatkan tiga peneliti independen. Proses ini menggunakan metode inter-rater reliability
dengan Cohen's Kappa sebagai ukuran kesepakatan antar-penilai. Tahap pertama
melibatkan pengembangan codebook yang mencakup definisi operasional, contoh, dan
panduan pengkodean untuk setiap kategori. Dua peneliti kemudian melakukan coding
secara independen terhadap subsampel 30% artikel (9 artikel) untuk menguji reliabilitas
awal. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kesepakatan yang tinggi (k = 0.85), melampaui
ambang minimum yang ditetapkan (x = 0.80). Perbedaan dalam pengkodean didiskusikan
dan diselesaikan melalui konsensus, menghasilkan penyempurnaan codebook final.

Analisis data mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis
kualitatif menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama
dalam implementasi kebijakan. Proses ini melibatkan open coding untuk identifikasi konsep
dasar, axial coding untuk pengembangan kategori, dan selective coding untuk integrasi
temuan. Analisis kuantitatif mencakup perhitungan statistik deskriptif dan inferensial,
termasuk analisis korelasi untuk mengukur hubungan antar variabel kunci. Validitas
internal diperkuat melalui triangulasi sumber data dan metode, sementara validitas eksternal
didukung oleh perbandingan temuan dengan studi serupa di konteks berbeda.

Untuk memastikan transparansi dan replikabilitas penelitian, proses SLR
divisualisasikan dalam diagram alir PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) yang mencakup empat fase utama: identifikasi, screening,
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eligibilitas, dan inklusi. Diagram ini menggambarkan secara detail alur seleksi artikel dari
identifikasi awal hingga sampel final yang dianalisis, termasuk jumlah artikel yang
dieksklusi pada setiap tahap dan alasan eksklusinya.

Identifikasi
156 artikel teridentifikasi melalui
pencarian database

|

Screening

142 artikel setelah
penghapusan duplikat |

Eksklusi 97 artikel

Berdasarkan judul/abstrak

Y
Eligibilitas

45 artikel full-text

dinilai kelayakannya

Artikel dieksklusi:
* Di luar periode: 45
* Topik tidak relevan: 32
* Bukan peer-reviewed: 20

Eksklusi 17 artikel
setelah review full-text

Inklusi
28 artikel final Artikel dieksklusi:
dianalisis * Data tidak lengkap: 8

* Metodologi lemah: 5
* Fokus tidak sesuai: 4

Gambar 1. Proses SLR dalam diagram alir PRISMA
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil systematic literature review terhadap 28 artikel ilmiah periode 2022-2024
mengungkapkan pola implementasi yang beragam dalam kebijakan sertifikasi usaha
pariwisata di Indonesia. Data menunjukkan distribusi yang signifikan, di mana dari total
35.000 unit usaha pariwisata yang terdata, 35,7% telah tersertifikasi, 22,9% dalam proses
sertifikasi, dan 41,4% belum tersertifikasi. Wayan Rena Mariani et al. (2023)
mengidentifikasi bahwa keberhasilan sertifikasi berkorelasi kuat dengan tingkat
kematangan sistem manajemen internal dan kesiapan digital usaha pariwisata, dengan
koefisien korelasi r=0,68 (p<0,05) untuk karakteristik usaha.
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Gambar 2. Status Sertifikasi berdasarkan Lokasi Geografis
Sumber : Mariani et al. (2023) diolah, 2025

Analisis korelasi lebih lanjut mengungkapkan hubungan signifikan antara berbagai
variabel dengan keberhasilan implementasi sertifikasi. Pengujian statistik menunjukkan
bahwa lokasi geografis memiliki korelasi terkuat (r=0,72, p<0,05), diikuti oleh karakteristik
usaha (r=0,68, p<0,05), kesiapan digital (r=0,65, p<0,05), dan kapasitas SDM (r=0,58,
p<0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor lokasi dan karakteristik internal usaha
menjadi determinan utama dalam keberhasilan proses sertifikasi.

Tabel 2. Korelasi VVariabel dengan Keberhasilan Implementasi

Variabel Koefisien Korelasi (r) P-Value
Karakteristik Usaha ' < 0.05
Lokasi Geografis 0.72 < 0.05
Kesiapan Digital <0.05
Kapasitas SDM < 0.05

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Analisis dampak ekonomi menunjukkan hasil yang menggembirakan pada usaha
tersertifikasi. Saputri & Astutik (2024) mencatat peningkatan pendapatan sebesar 15-30%
pada UMKM yang telah memperoleh sertifikasi, didorong oleh peningkatan kepercayaan
konsumen dan akses pasar yang lebih luas. Namun, Salsabila (2023) mengungkapkan
bahwa tantangan finansial masih menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam proses
sertifikasi, terutama terkait biaya penyesuaian fasilitas dan implementasi sistem digital.

Implementasi standar CHSE menunjukkan dampak positif terhadap kualitas
layanan. Amelia & Prasetyo (2022) menemukan tingkat kepatuhan mencapai 78,5%,
menunjukkan adopsi yang signifikan terhadap protokol kebersihan dan keamanan. Alifa
Salsabila (2023) memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi peningkatan sistematis
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dalam manajemen kebersihan dan keamanan di sektor akomodasi, yang berkorelasi positif
dengan kepuasan pelanggan (r=0,72, p<0,05).

Aspek geografis memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi.
Latianingsih et al. (2022) mengungkapkan variasi signifikan dalam akses terhadap
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) antar daerah, dengan korelasi geografis
sebesar r=0,72 (p<0,05). Mashuda et al. (2023) menambahkan bahwa kesenjangan
infrastruktur digital antar daerah mempengaruhi efektivitas proses sertifikasi, terutama di
daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

Transformasi digital menjadi katalis penting dalam optimalisasi proses sertifikasi.
Nugraha (2023) mencatat bahwa digitalisasi proses dapat mengurangi waktu sertifikasi
hingga 40%, meskipun implementasinya memerlukan investasi signifikan dalam
infrastruktur dan pelatinan. Alyah Padmavati & Evelin Cindy Pradana (2023)
mengidentifikasi kebutuhan akan program pendampingan digital yang terstruktur, terutama
bagi UMKM di 15 destinasi prioritas.

Program pendampingan menunjukkan efektivitas dalam mendukung proses
sertifikasi. Sulistianingsih et al. (2024) melaporkan tingkat keberhasilan 85% pada UMKM
yang mengikuti program pendampingan terstruktur. Perbawa & Suharyanti (2023)
menekankan pentingnya pendekatan diferensiasi dalam implementasi program
pendampingan, dengan mempertimbangkan karakteristik usaha dan kondisi lokal.

Aspek keberlanjutan menjadi fokus penting dalam implementasi kebijakan.
Permatasari (2022) mengidentifikasi bahwa usaha tersertifikasi menunjukkan praktik
keberlanjutan yang lebih baik, dengan skor rata-rata 7,8 dari 10 dalam penilaian praktik
ramah lingkungan. Suryade et al. (2022) memperkuat temuan ini dengan menggarisbawabhi
kontribusi sertifikasi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Integrasi pariwisata halal dalam skema sertifikasi menambah dimensi baru dalam
implementasi kebijakan. Pranandari et al. (2023) mencatat peningkatan 25% dalam jumlah
usaha yang mengadopsi standar halal, sementara Hutagaluh et al. (2022) mengidentifikasi
potensi pengembangan pasar melalui sertifikasi halal.

Tantangan implementasi menunjukkan pola yang kompleks dan saling terkait.
Ningrum (2022) mengidentifikasi empat tantangan utama: finansial (38%), teknis (27%),
administratif (22%), dan sumber daya manusia (13%). Rosani (2022) menambahkan bahwa
pengembangan kompetensi SDM menjadi faktor kritis dalam keberhasilan implementasi
sertifikasi.

Sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi komponen penting dalam
implementasi kebijakan. Zainab et al. (2022) menemukan bahwa usaha dengan sistem
monitoring yang baik menunjukkan tingkat kepatuhan 30% lebih tinggi dibandingkan yang
tidak memiliki sistem monitoring. Bahri et al. (2023) menekankan pentingnya kerangka
hukum yang mendukung dalam memastikan efektivitas sistem monitoring.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, temuan ini menunjukkan bahwa
Indonesia telah berada pada jalur positif dalam meningkatkan kualitas usaha pariwisata
melalui skema sertifikasi, namun masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan
perhatian lebih lanjut. Studi dari Kanada oleh Brown et al. menunjukkan bahwa program
sertifikasi yang dikombinasikan dengan insentif pajak dan subsidi pelatihan digital mampu
meningkatkan partisipasi UMKM hingga 45%, terutama di sektor akomodasi dan kuliner.
Sementara itu, di Jepang, keberhasilan implementasi Japan Quality Assurance (JQA) tidak
hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada integrasi sistem sertifikasi dengan sistem
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pendidikan vokasi dan jaringan pemasaran digital yang kuat. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa dukungan struktural yang bersifat lintas sektoral sangat penting untuk
memperkuat dampak sertifikasi. Indonesia memiliki potensi untuk mengadopsi pendekatan
serupa, terutama dalam konteks daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dengan
memperkuat sistem digitalisasi, pendampingan terintegrasi, serta perbaikan infrastruktur
akses ke Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP). Oleh karena itu, hasil penelitian
ini mempertegas pentingnya reformasi kebijakan lintas sektor, yang tidak hanya berfokus
pada pelaksanaan teknis sertifikasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, dukungan
finansial, dan sistem evaluasi berbasis bukti untuk menjamin keberlanjutan program
sertifikasi pariwisata di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sertifikasi usaha pariwisata menunjukkan distribusi yang
tidak merata dari 35.000 unit usaha yang dianalisis: 35,7% tersertifikasi, 22,9% dalam
proses, dan 41,4% belum tersertifikasi. Keberhasilan sertifikasi berkorelasi kuat dengan
sistem manajemen internal (r=0,68, p<0,05) dan lokasi geografis (r=0,72, p<0,05). Usaha
tersertifikasi menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, dengan peningkatan
pendapatan 15-30% dan tingkat kepatuhan CHSE mencapai 78,5%. Namun, UMKM masih
menghadapi tantangan finansial dan teknis dalam proses sertifikasi. Transformasi digital
berperan sebagai akselerator dalam proses sertifikasi, mengurangi waktu proses hingga
40%. Implementasi teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur dan pengembangan
kapasitas yang memadai.
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